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TTNIANG
PEMBENTU(AN TlM KOORDINASI STRATEGIS PEI{\1.ISUNAN KIBUAKAN, PERENCANAAN,

Pf,MANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOIQ\SI KI{USUS (DAK)

MXNTTRI Pf, RENCANAAN PEMBANGI'NAN NASIONAI,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

I4e imbanS

MenginSat
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c.
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3.

bahwa dalam rargka nrengimplementasikan arlanat Pelatura
Pcmerintah Nomor' 55 Tahun 2005 tentanS f)ana Perilnbangan,
diperlukan dukungar kegi.rtan koordinasi pereflcanaan, penuntauan
dan evaluasi Dana Aiokllsi Khusus (DAK);

bahwa berdasarkan pcfimbanSafl sebagai[rana dimaksud dalam
huruf a. perlu nlelrlbentuk Tim Kooldinasi strategis Penyusullan

Kebijakan, Perencanaan, Pemanialran daan f,valuasi Dana Alokasi
Khusus (DAK);

bahwa pejabat dan pegawainya yang namallya tercantulr dalanr
Lanlpiran Keputusan ini dianggap nranrpu dan nrenrenulti
persyarahn. untuk duduk dan nlelaksanakan tugas sebagai ang3ota
Tinl Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Pefencanaar'r,

Pemantauan daan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);

Undang-Llndang Rcpublik Indonesia Nonlor 17 Tahun 2003 tentang
Keuantan Negam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20o3
Nonlor 17, Tambahan Lenrbaran NeSara Republik lrldoflesia Nomor
42a6r1

tlndang-Uhdaqg, Republik Ifldolresia Nonlor' 25 Tahun 2004 tenlang
Sistem Pelencanaan Pembangunan Nasiorial (l.€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4421)i

Undans-UndanS Rcpublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan KeuanSan antara Penle rrtah Pusat dan Daemh
(Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahlrn 2004 Norllol 126,
thnlbahan Ifllrbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 44:18);

4. llndarg-Llndang ...
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Menetapkan

4. UndanS-UndanS Republik tndonesia Nomor 18 Tah.u]t 2014 tent^n8
Anggarail Pendapatan dan Belanja NeSara (Lenbaran NeSara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24O, Tambahan [,embaran

NeSara Republik Indolresia Nomor 5948);

5. UndanS-Undang Republik lndonesia Nomor 23 Tahnn 2014 tentzng
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 No,nlor 224);

6. Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentanS Dana
PerimbanSan;

7. Peraturan Pehrerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang'fatq Cati
Pelaksanaan tulggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

E. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2075 terknS Rencana

Pembangunan JanSka Menengah Nasional (RPJMN) 20I5-2019;

9. Peraturan Prcsiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang OrSanisasi
Kemente an Negara;

10. Peraturan Prcsiden Nomor 65 Tahun 2015 telr.lang Kementerian
Perencanaan PembanSunall Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahu[ 2015 tentanS Bad4n
Pereflcanaafl Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah
denSan Peraturan Presiden Nomor ZO Tahun 2016;

72. Pel?lutatt Menteri Perencana4fl Pembanguflan Nasional,/Kepala
Bada[ Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4'fah.un 2016
lenlrng Organisasi dan T,r[a Kerja Kemenlerian ferencanarn
Pembangunan Nasional / Badan Petel..cafi aa,n Pembangunan Nasional;

13. Peratumn Menteri Perencaraan Pembangunan Nasiollal/Kepala
Badan Pereflcanaan Pembangunan Nasioflal Nomor 5 Tahun 2016
teirtair8 Pedoman Petet:.cafiaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan

dalr Evaluasi KeSiatan dan AnSgaran;

MEMLTTUSKAN :

IGruTUSAN MENTIRI PERINCANAAN PEMBANG1JNAN

NASIONAL,/IGPAI-A. BADAN PERENCANA.AN PEMBANGT]NAN NASIONAL
'ITNTANG PEMBENTU'KAN TI^4 KOORDINASI STRATEGIS PINIY]JSTJNAN

IGBIJAKAN, PERENCANAAN, Pf,MANTAUAN DAN EVALUASI DANA

AIOKASI KI-IUSUS (DA$.

Membentuk Tilll Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Per€ncanaan,

Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Kiusus (DAK) untuk selanjutnya

disebut Tim Koordinasi Strategis DAK, dengan susunan keaflgSotaan

sebagaimana tcrcantum dalam lampiran Keputusafl ir1i.

PIRfA.\1-A

KIDT]A
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KITLJLIH

Tim Koordi[asi Stratcgis DAK terdil'i atas Tinl Pengarah, PenansSunS

Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga PendukunS.

Tim PenSarah bertugas:

a. ftemberikan arahan kebijakan, irengawasi, membimbinS, memantalr

kcmajuan dan memberi saran pemecahan atas pelaksanaan kelliatan;

b. menyusun arah kebijakah Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam

Rencana Kerja Pemerintah;

c. nlenentukan program prioritas PeftbahSunan Nasional yang dibiayai

oleh Dana Alokasi Khusus (DAK);

d. ftenJrusuh paSu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidanS.

PenanSgung Jawab bcdusas untuk bertanSSun8 jawab atas substansi dan

pelaksanaan tusas Tim Koordinasi StrateSis DAK.

Tim Pclaksana bertu8as:

a. melakukan koordinasi denSan Kementeria(r/lefibaga berkait^n

dcnSan perencana4n Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang;

b. metakukan koordinasi denSan Prcvinsi dan Kabupaaeh/Kola dalam

koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);

c. melakukan Fmantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus

(DAK);

d. melakukan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi l0tusus (DAK);

e. men)rusun dan melaporkan hasil evaluasi tahunan Dana Alokasi

Ilhusus (DAK) kepada Menteri Perencanaan PembanSunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional melalui

PenangSung Jawab Kegiatan.

Tehaga Pendukung bertuSas :

a. nEmbahtu pelaksanaan tuSas Tim Pelaksana dalam Fn8umpuLan
data dan infornrasi; dan

b. nrelakukan tugas kesekretarialan dan tu8as lain yang dibcrikan oleh

Tim Pelakiaha.

Se8ala biaya yanS dipertuk2n dalam rangka pelaksanaan tugas Tim

Koordinasi StrateSis DAK dibebankan pada Anggaran PendaPatan dan

Belanja Ne8ara Kementerian PPN/Bappenas Tahun AnSSaran 2017.

KEDEI-AfAN
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KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak taflSgal ditetapkan.

Ditetapkzn di Jakarta
pada t^ngg l 16 Janu.ati 2077

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGIINAN NASIONAL/
KEPAI"A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BROJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukunl,

tn

-v
RR. Rita f,rawati



SAI,INAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN,/KTPAI-II BAPPf,NAS

NOMOR KIP.2,/M.PPN /HK/01/ 2017
TANGGAL 16 JANUARI 2017

SUSUNAN KXANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEI\IYLISUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN

DAN EVAIUASI DANA ALOKASI KIIUSUS (DAK)

A. TIMPENGARAH
Kelrla

tur:f!ota

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM PELAKSANA

Ketua

sekletaris

AnSgota

Menleli Per.enaanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.

: 1. Sekretaris Kemellterian PPN/Seketaris Utama
Bappenas;

2. Deputi BidanS Pendanaan Pembansunan;
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,

Masyarakat, dan Kebudayaan;

4. Deputi Bidang sumber Daya Alam dan
Liflgkungan Hidup;

5. Deputi BidanS Ekonomi;
6. Deputi Bidang Sarana dan Ptas rana.

: Deputi Bidang PeflgembanSan Regional.

Dircktur Otononi Daerah

Dr. Ir. Antor us Tarigan, M.si.

I. Direktur Alokasi Pendahaan Pembanguflan;
2. Direktur Perdidikan dan ASama;
3. lrircktur Kesehatan dan Gizi M^syatukatl,
4. DirckturTransportasi;
5. Difektur Perkotaan, Pemmah4n dan

Permukiman;
6. Direktur Pensairan dan [rigasi;
7. Direktur Pangan dan Pertanian;
E. Direktur Kelautan dan Perikaaall;
9. Direktur Lingkurgan Hidup;
10. Direktur Per€ncanaan Kependudukair dan

Perlindungan sosial;
ll.Direktur Kehutahan dafl Konserr'Asi Sumber

Daya Air;
12. Direktur PerdaSanSan, Investasi, dan Kerjasama

Ekonomi Interfl asional;

13. Dilektur .-



D. fiNAGA PINLTT]KUNG

13. Direktur Energi, TelekonuniLlsi, dan
Iflfofllralika:

l4.Direktur Industri, ImEK, Pariwisata, darl
Ekonoftri Kreatif;

I5. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA;
16. Asep Saepudin, S.Sos, M-Si;
1 7. Sudira, S.Sos, I.IAP;
18. Enr'an Arumansyah, S.lP, M.Sc;
19.Alen Ermaflita, S.Sos, M.Sc;
20.Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc;
21. fuzki Yuwanila Habibah, ST, MT;
22.Diantha Arafi\gl)
23-Awan Setiawan, SE, MM, ME;
24. Zufakar, S.Kom, ME;
25.Iimunsyah, SE, MAP, MIDS.

Mira Berlian;
Suharyono;
Subarja;
Sapto Mulyono, SE.

1.

2.

3.

4.

MXNTERI PERENCANAAN PI.IVIBANGIJ'}IAN NASIONAL,/
KXPAI.T BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. RRODJONEGORO

nd

salinan sesuai denSan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-/r,uE_. 4t--
RR. Rita Eravr'ati


